BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa
pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP untuk
objek pajak berupa tanah dan LSPOP jika ada
bangunannya;

b. bahwa dalam rangka perbaikan basis data Pajak Bumi
dan Bangunan perlu dilakukan pemutakhiran data Pajak
Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Bulanan
Notaris/PPAT dan Izin mendirikan Bangunan sebagai
dokumen yang dipersamakan dengan SPOP dan LSPOP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47351);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Menetapkan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010

tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14

Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 31);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);

. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 69A

sehingga berbunyi sebagai berikut:






(1)

(2)

Pasal 69A

Instansi pengelola pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dapat
melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dan Objek Pajak Bumi dan
Bangunan secara langsung berdasarkan dokumen yang dipersamakan
dengan SPOP dan LSPOP.

Dokumen yang dipersamakan dengan SPOP dan LSPOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Bulanan Notaris/PPAT atau
dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh
Instansi terkait.

2. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 70A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 70A

Setiap SPPT PBB yang telah terbit wajib dibayar atau dilunasi oleh
Wajib Pajak PBB.

Pembayaran atau pelunasan SPPT PBB telah sah apabila Wajib Pajak
menerima dokumen bukti pembayaran PBB berupa STTS atau
dokumen yang dipersamakan.

Dokumen yang dipersamakan dengan STTS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa struk pembayaran melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk, struk ATM atau bukti pembayaran lain yang
dikeluarkan oleh tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Instansi
Pemungut Pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu

Raya.

N i (il « n
iundanokan di Sungai Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal | Febrvari 2016

[ﬁUPATI KUBU RAYA, \-\

var) 201§ / 5
(ABUPATENKUBURAYA ' '%TQUSMAN AITC'.\







